
  
 

 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

NOMOR: 25/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN UTARA NOMOR 35/PP.01-2-Kpt/65/Prov/IX/2019 TENTANG 

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA  

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201A ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, Pemungutan suara serentak yang ditunda, 

dilaksanakan pada bulan Desember 2020; 

 b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota, hari dan tanggal pemungutan suara adalah 

Rabu, 9 Desember 2020; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 35/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang 

Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan 

Gubernur . . . 



Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6512); 

 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
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Gubernur. . . 



  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-

Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 

Lanjutan Tahun 2020; 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 24/PL.02-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang 

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Lanjutan Tahun 2020; 

 

 

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Utara Nomor 33/PP.01.2-BA/65/Prov/VI/2020 

tanggal 14 Juni 2020 tentang Pembahasan dan Penetapan 

Rancangan Keputusan menjadi Keputusan tentang Perubahan 

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 35/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang 

Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 

dan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-

Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 

Tahun 2020; 
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MEMUTUSKAN. . . 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN 

UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 

35/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 TENTANG PENETAPAN HARI 

DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 

2020. 

KESATU : Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai Hari 

Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan di Tanjung Selor 

 Pada tanggal 15 Juni 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

 

 ttd.  

 

SURYANATA AL ISLAMI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, 

 

 

 

Hamdan Refai 
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